SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 606 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/X /2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, maka KPU Kota Bandar Lampung
menetapkan persyaratan pencalonan berupa
jumlah dukungan dan persebarannya bagi
Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan
KPU Kota Bandar Lampung;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
maka penduduk yang dapat memberikan
dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam
daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan
Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar
Lampung Tentang Penetapan Jumlah Minimum
Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan
Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera  Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan
Komisi Pemillhan Umum/Komisi Independen
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Memperhatikan

Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
826) sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1586);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XI1/2015;

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 2096 /PL.02.4-
SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah
Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi
syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan
Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan
Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan
Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020
tanggal 22 Oktober 2019;

Berita Acara Nomor 316/PL.01-2-BA-
/01/1871/KPU-KOT/IV-2019 tentang Rekapitulasi
dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Bandar
Lampung Pemilihan Umum Tahun 2019;

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor
87/NPHD/HK/2019, Nomor :
337/KU.7/1871/KPU-Kota/X/2019 tentang
Pelaksanaan Dana  Hibah  Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar
Lampung tahun 2020;
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Menimbang
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5. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung Nomor:
605/BA/02/1871/KPU-Kot/X/2019 Tanggal 26
Oktober 2019 Tentang Penetapan Jumlah
Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran
Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JUMLAH
MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020;

Menetapkan persyaratan pencalonan bagi pasangan
calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan jumlah
penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap
pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 638.174
(enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh
puluh empat) pemilih adalah sebesar 7,5% (tujuh koma
lima persen) dukungan.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada point 1, maka ditetapkan jumlah minimum syarat
dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar
Lampung Tahun 2020 adalah sejumlah 47.864 (empat
puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat)
dukungan.

Bahwa berdasarkan ketentuan jumlah dukungan
sebagaimana dimaksud pada point 2, maka jumlah
dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung
yang berjumlah 20 (dua puluh) kecamatan, atau setara
minimal 11 (sebelas) kecamatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 26 Oktober 2019

Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

dto

FAUZI HERI
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